BAB V
PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya,
dapat dipahami bahwa alasan mengapa hingga saat ini masih ditemukan adanya
keberlangsungan bisnis pakaian thrifting di Indonesia disebabkan karena adanya
pembiaran karena tidak dilakukannya penegakan hukum larangan impor pakaian bekas
di Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Perdagangan,
Kepolisian, serta Kementerian Keuangan. Adanya pembiaran yang dilakukan oleh
keempat lembaga negara tersebut menunjukkan bahwa baik Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai, Kementerian Perdagangan, Kepolisian, maupun Kementerian Keuangan
telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige
overheidsdaad). Hal ini disebabkan karena adanya pembiaran terhadap
keberlangsungan bisnis pakaian thrifting di Indonesia ini merupakan bentuk
pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai larangan impor pakaian bekas di Indonesia. Tak hanya itu, keempat lembaga
negara tersebut juga telah melalaikan kewajiban hukumnya, dimana Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai telah lalai dalam hal melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum
di bidang kepabeanan dan cukai (meliputi didalamnya adalah kegiatan impor) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Kementerian Perdagangan
selaku lembaga yang bertugas untuk mengurus serta mengawasi kegiatan perdagangan
di Indonesia juga telah melalaikan kewajiban hukumnya dalam hal mengawasi kegiatan
perdagangan di Indonesia sehingga masih ditemukan adanya bisnis pakaian thrifting di
Indonesia. Pihak lainnya yang melalaikan kewajiban hukumnya adalah Kepolisian,
dimana Kepolisian telah lalai untuk mengawasi dan memelihara ketertiban masyarakat
dalam melakukan kegiatan perdagangan serta lalai pula dalam menegakkan hukum
tentang larangan impor pakaian bekas di Indonesia. Lebih lanjut, Kementerian
Keuangan juga telah lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk mengawasi kinerja
dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sehingga menyebabkan masih terdapat adanya
penyelundupan pakaian thrifting ke wilayah Indonesia. Adanya perbuatan melawan
hukum oleh penguasa yang dilakukan oleh keempat lembaga negara tersebut akhirnya
menyebabkan pedagang grosir pakaian thrifting dan pengecer pakaian thrifting menjadi
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mengalami kerugian. Untuk dapat memintakan pertanggungjawaban atas kerugian
yang dialaminya, maka pedagang grosir pakaian thrifting dan pengecer pakaian
thrifting dapat mengajukan upaya hukum berupa gugatan perbuatan melawan hukum
oleh penguasa kepada keempat lembaga negara tersebut.

Akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Perdagangan, Kepolisian serta Kementerian
Keuangan, pedagang grosir pakaian thrifting menjadi mengalami kerugian, baik secara
material dan immaterial. Kerugian material yang dialami oleh pedagang grosir pakaian
thrifting adalah kehilangan stock ballpress (karungan padat) pakaian thrifting yang
dimilikinya. Maka dari itu, bentuk ganti rugi yang dapat dimintakan kepada keempat
lembaga negara tersebut adalah ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata, yakni
berupa ganti rugi biaya (kosten) untuk mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan
dalam rangka membeli ballpress (karungan padat) pakaian thrifting yang saat ini telah
disita dan dimusnahkan. Sedangkan kerugian immaterial yang dialami oleh pedagang
grosir pakaian thrifting adalah berupa kehilangan pekerjaan, tercemarnya reputasi
mereka, serta kehilangan keuntungan yang telah direncanakan atau diharapkan dari
penjualan pakaian thrifting. Untuk memintakan ganti rugi atas kerugian immaterialnya,
karena bentuk kerugiannya sulit untuk dibuktikan secara konkrit, maka pedagang grosir
pakaian thrifting dapat menentukan estimasi dari besaran kerugian yang dialaminya
agar dapat dimintakan ganti ruginya kepada keempat lembaga negara tersebut.
Sementara itu, untuk pengecer pakaian thrifting yang hanya mengalami kerugian
immaterial berupa kehilangan pekerjaan serta reputasinya menjadi tercemar, maka
pengecer pakaian thrifting juga dapat menentukan perkiraan atau estimasi kerugian
yang dideritanya agar dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Perdagangan, Kepolisian, serta Kementerian
Keuangan.

Selain akibat adanya perbuatan melawan hukum oleh penguasa yang dilakukan
oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Perdagangan, Kepolisian, serta
Kementerian Keuangan, kerugian yang dialami oleh pedagang grosir pakaian thrifting
dan pengecer pakaian thrifting juga dimungkinkan timbul disebabkan karena adanya
tindakan yang dilakukan oleh importir pakaian thrifting. Tindakan importir pakaian
thrifting yang dapat merugikan pedagang grosir pakaian thrifting dan pengecer pakaian
thrifting adalah apabila importir pakaian thrifting memberikan informasi yang tidak

benar mengenai status barang dari ballpress (karungan padat) pakaian thrifting kepada
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pedagang grosir pakaian thrifting dan pengecer pakaian thrifting, dimana importir
pakaian thrifting mengatakan bahwa ballpress (karungan padat) pakaian thrifting ini
merupakan barang yang legal untuk diperjualbelikan di Indonesia. Hal ini akhirnya
membuat pedagang grosir pakaian thrifting dan pengecer pakaian thrifting tetap berani
untuk menjalankan bisnis pakaian thrifting di Indonesia karena pedagang grosir pakaian
thrifting dan pengecer pakaian thrifting percaya terhadap informasi yang diberikan oleh
importir pakaian thrifting tersebut. Dengan adanya tindakan dari importir yang tidak
memberikan informasi yang keliru tersebut, maka kerugian yang dialami oleh pedagang
grosir pakaian thrifting dan pengecer pakaian thrifting pun juga dapat dimintakan

pertanggungjawabannya kepada importir pakaian thrifting.

. Saran

Dengan mengacu pada pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini,
maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis, yakni:
a) Saran untuk pemerintah

Saran yang dapat diberikan kepada pihak pemerintah (dalam hal ini Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Perdagangan, Kepolisian, maupun
Kementerian Keuangan) adalah diharapkan pemerintah dapat secara konsisten
melakukan penegakan hukum terhadap larangan impor pakaian bekas di Indonesia.
Pemerintah juga diharapkan jangan sampai kembali melakukan kelalaian terhadap
penegakan hukum ataupun hanya melakukan penegakan hukum larangan impor
pakaian bekas di Indonesia ini secara musiman saja. Hal ini disebabkan karena
apabila nantinya pemerintah kembali melakukan pembiaran dan tidak tegas dalam
melakukan penegakan hukum, nantinya dimungkinkan dapat muncul lagi
keberlangsungan bisnis pakaian thrifting di Indonesia karena pakaian bekas tetap
dapat diimpor ke wilayah Indonesia. Selain melakukan penegakan hukum,
pemerintah (dalam hal ini Kementerian Perdagangan beserta Kepolisian) juga
sebaiknya mengadakan kegiatan sosialisasi mengenai peraturan larangan impor
pakaian bekas ini kepada seluruh pedagang grosir pakaian thrifting dan pengecer
pakaian thrifting di Indonesia. Adanya sosialisasi ini bertujuan agar pedagang grosir
pakaian thrifting dan pengecer pakaian thrifting mendapatkan pengetahuan bahwa
sudah sejak lama, tepatnya sejak tahun 2014, sebenarnya telah ada larangan impor
pakaian bekas selaku produk bisnis pakaian thrifting ke wilayah Indonesia. Tujuan

lainnya adalah dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan nantinya pedagang grosir
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b)

pakaian thrifting dan pengecer pakaian thrifting menjadi terdorong untuk taat pada
aturan larangan impor pakaian bekas di Indonesia dan akhirnya menjadi mulai
berhenti untuk melakukan aktivitas perdagangan pakaian thrifting di Indonesia.

Adanya kegiatan sosialisasi ini juga perlu diikuti dengan memberikan solusi
yang konkrit bagi pedagang grosir pakaian thrifting dan pengecer pakaian thrifting
agar dapat memenuhi rasa keadilan mereka. Contoh solusinya adalah pedagang
grosir pakaian thrifting dan pengecer pakaian thrifting saat ini tetap diperbolehkan
untuk menjalankan bisnisnya dalam rangka untuk menghabiskan seluruh stock
pakaian thrifting yang dimilikinya terlebih dahulu. Nantinya, apabila stock pakaian
thrifting tersebut telah habis, maka baik pedagang grosir pakaian thrifting maupun
pengecer pakaian thrifting tidak diperbolehkan lagi untuk melakukan bisnis pakaian
thrifting di Indonesia. Jika masih ditemukan adanya pedagang grosir pakaian
thrifting dan pengecer pakaian thrifting yang masih menjalankan bisnisnya di
Indonesia, maka pemerintah (dalam hal ini Kementerian Perdagangan) berhak
untuk langsung melakukan penyitaan bahkan pemusnahan terhadap stock pakaian
thrifting mereka.

Untuk pedagang grosir pakaian thrifting dan pengecer pakaian thrifting

Dalam rangka mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang telah dideritanya,
pedagang grosir pakaian thrifting dan pengecer pakaian thrifting dapat mengajukan
upaya hukum berupa gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa kepada
pemerintah, khususnya lembaga negara yang berhubungan dengan permasalahan
bisnis pakaian thrifting di Indonesia, yakni Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
Kementerian Perdagangan, Kepolisian, serta Kementerian Keuangan. Lebih lanjut,
pedagang grosir pakaian thrifting dan pengecer pakaian thrifting juga diharapkan
untuk tidak menjalankan bisnis pakaian thrifting lagi di Indonesia agar peraturan
larangan impor pakaian bekas di Indonesia ini dapat diberlakukan secara efektif.
Untuk itu, pedagang grosir pakaian thrifting dan pengecer pakaian thrifting dapat
mencari peluang usaha baru seperti mungkin beralih menjual pakaian lokal yang
diproduksi di Indonesia atau mencari peluang usaha lainnya yang sekiranya mampu
dijalankan oleh para pedagang grosir pakaian thrifting dan pengecer pakaian
thrifting.
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melakukan-pmh/, (diakses pada 24 Mei 2023 pukul 22.29 WIB).

Yuli Saputra. 2022. Impor Pakaian Bekas Ilegal: Indonesia ‘Menjadi Penampung Sampah’ dan
Dianggap ’Tidak Punya Martabat”
https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4ndrwez9730, (diakses pada 30 Maret 2023
pukul 21.31 WIB).

Zainiya Abidatun Nisa. 2021. Rekomendasi 4 Pasar Thrifting di Bandung, Ada Cimol
Gedebage Hingga Pasar Jumat Pusdai
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https://travel.tribunnews.com/2021/02/01/rekomendasi-4-pasar-thrifting-di-bandung-

ada-cimol-gedebage-hingga-pasar-jumat-pusdai, (diakses pada 27 September 2023
pukul 01.07 WIB).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian
Bekas.

Peraturan Mahmakah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa
Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad).

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan

Barang Dilarang Impor.
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Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Perdagangan.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan

Barang Dilarang Impor.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Keuangan.

WAWANCARA

Wawancara langsung dilakukan bersama Bapak A selaku pengecer pakaian thrifting di Pasar
Cimol Gedebage pada tanggal 24 September 2023 pukul 16.15 WIB.

Wawancara langsung dilakukan bersama Bapak D selaku pedagang grosir ballpress (karungan
padat) pakaian thrifting di Pusat Grosir Gedebage (PGG) pada tanggal 24 September
2023 pukul 16.54 WIB.

Wawancara langsung dilakukan bersama Ibu C selaku sekretaris dari Paguyuban Pedagang
Thrifting Pasar Cimol Gedebage di Pusat Grosir Gedebage (PGG) pada tanggal 26
September 2023 pukul 15.38 WIB.
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